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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22/PMK.02/2021 

TENTANG 

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga; 

b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan pengukuran 

evaluasi kinerja anggaran dengan redesain sistem 

perencanaan dan penganggaran, Peraturan Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

dilakukan penyempurnaan dengan cara pengaturan 

kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

www.peraturan.go.id



2021, No. 200 -2- 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 
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MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN 

ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.  

2. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan 

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L 

adalah dokumen rencana keuangan tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian 

anggaran Kementerian/Lembaga. 

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.  

6. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari 

kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur. 
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7. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas 

penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang 

tertuang dalam dokumen anggaran. 

8. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk 

melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas 

Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun 

anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi 

dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. 

9. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler adalah  

Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Menteri 

Keuangan dan/atau Menteri/Pimpinan 

Lembaga/pimpinan unit eselon I/pimpinan satuan kerja 

secara berkala. 

10. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler adalah Evaluasi 

Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan 

sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu. 

11. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi 

adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk 

menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan 

anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau 

program dan pencapaian keluarannya. 

12. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah 

Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk 

menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan 

yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai 

penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada 

program Kementerian/Lembaga. 

13. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah 

Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk 

menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi 

Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L 

termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan 

keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah. 

14. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi 

yang akan dicapai secara nyata oleh 

Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh 
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yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu program atau 

beberapa program.  

15. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

Kementerian/Lembaga adalah alat ukur yang 

mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran 

Strategis Kementerian/Lembaga. 

16. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari 

suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran 

Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran.  

17. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang 

mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil 

(outcome) dari suatu program. 

18. Output Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh 

level unit eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai 

Sasaran Program. 

19. Indikator Output Program adalah alat ukur yang 

mengindikasikan keberhasilan pencapaian Output 

Program, baik berupa kuantitas dan/atau kualitas. 

20. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah 

keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan 

oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus 

pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan 

langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut 

dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang 

telah ditetapkan. 

21. Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat 

KRO adalah kumpulan atas RO yang disusun dengan 

mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan RO 

yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/ 

jenis tertentu secara sistematis. 

22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari internal 

dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik 

kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh 

terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil 

program. 
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